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 Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting 

dalam pembiayaan aktivitasi negara. Berdasarkan otonomi daerah, Pemerintah 

Daerah diberikan kebebasan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat serta menggali sumber-sumber 

keuangan daerah, salah satunya dengan cara meningkatakan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang bersumber dari pajak daerah. 

Tujuan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini yaitu: (1) Untuk mengetahui 

dan memahami prosedur perhitungan, penetapan, penyetoran, dan penagihan pajak 

reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, (2) memenuhi salah 

satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III 

Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Tarif yang 

digunakan dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang ditetapkan sesuai 

dengan Peraturan Daerah (PERDA) dan tarif untuk pajak reklame ditetapkan 

berdasarkan Keputusan Bupati. 

 Perhitungan pajak reklame dilakukan setelah adanya kelengkapan data objek 

pajak yang telah diisi wajib pajak pada Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). 

Perhitungan dilakukan oleh petugas sesuai dengan data objek pajak serta tarif yang 

berlaku. Penetapan pajak reklame dilakukan setelah dihitung besarnya pajak yang 

terhutang melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Penyetoran pajak reklame 

yang terutang dilakukan dengan membawa SKPD rangkap 10 yang telah 

ditandatangani oleh Kepala Seksi Penetapan sebagai lampiran bukti pajak terutang ke 

Bank Jatim sebagai bank persepsi dan Bank Jatim memberikan tanda lunas pada 

SKPD, serta wajib pajak akan menerima bukti penyetoran pajak terutang. Penagihan 
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pajak reklame dilakukan jika 30 hari setelah terbitnya SKPD wajib pajak tidak segera 

membayar pajak terhutangnya dengan cara memberikan surat teguran, kemudian 

surat tagihan. Apabila wajib pajak belum membayar pajak terhutangnya, maka objek 

pajak reklame terhutang akan dieksekusi oleh petugas eksekutor Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 413/UN25.1.2/SP/2016, DIII 

Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Jember)  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah 

Daerah untuk mengelola dan mengatur sendiri urusan pemerintahan diluar yang 

diatur oleh Pemerintah Pusat. Salah satu bentuk dari otonomi daerah yaitu 

pembiayaan pengeluaran umum daerah, salah satu pembiayaan daerah yaitu berasal 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber dari APBD yaitu 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain. Dari 

ketiga sumber tersebut, sumber penerimaan yang berasal dari PAD merupakan 

sumber penerimaan yang paling besar. Pemerintah daerah menetapkan pajak daerah 

sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pajak provinsi 

dan pajak kabupaten/kota. 

a. Pajak Provinsi: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4) Pajak Air Permukaan 

5) Pajak Rokok 
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b. Pajak Kabupaten/Kota: 

1) Pajak Hotel 

2) Pajak Restoran 

3) Pajak Hiburan 

4) Pajak Reklame 

5) Pajak Penerangan Jalan 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

7) Pajak Parkir 

8) Pajak Air Tanah 

9) Pajak Sarang Burung Walet 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan 

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Kegiatan pemungutan pajak itu sendiri harus ada kerjasama antara pihak 

pemerintah dan masyarakat agar tidak membebani dan menghambat kegiatan usaha 

masyarakat. Sesuai dengan tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, 

yaitu wajib mengadakan pemungutan pajak dan retribusi di daerah Kabupaten 

Banyuwangi. Salah satu objek yang dikelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

adalah pajak reklame yang diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 

2012 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah. Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan yang diperoleh penulis dari 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pajak reklame setiap tahunnya 

mengalami peningkatan, hal ini membuktikan pajak reklame sangat potensial dalam 

meningkatan penerimaan daerah. Oleh sebab itu, dalam menyelenggarakan pajak 

reklame, pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah harus mengawasi 

proses pelaksanaan pajak reklame ini sesuai dengan peraturan pemerintah daerah 

yang berlaku.  

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, 
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atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh 

umum (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009). Objek pajak reklame diharapkan 

mempunyai potensi yang sangat besar dalam memenuhi target realisasi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Hal ini bukan semata-mata harapan kosong, di masa modern 

seperti saat ini seiring dengan berkembangnya pelaku bisnis dan teknologi semakin 

banyak perusahaan menggunakan jasa pemasangan reklame untuk mempromosikan 

jasa dan hasil produk atau barang yang mereka produksi, sehingga berpengaruh besar 

terhadap penerimaan pajak reklame. Namun tidak sedikit pula reklame-reklame tanpa 

legalitas (ilegal) dari Dinas Pendapatan Daerah, padahal pajak ini yang aktif untuk 

turut serta mengisi kas pendapatan suatu daerah. Dengan adanya pemasangan reklame 

oleh wajib pajak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan merosotnya kas 

pendapatan daerah sehingga berdampak pula pada turunnya kas pendapatan negara. 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu 

bagian dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai tugas dan 

wewenang penuh untuk melaksanakan penagihan pajak daerah dalam rangka 

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping tugas-tugas 

lainnya, salah satunya pajak reklame. Oleh sebab itu, pajak reklame di daerah 

Kabupaten Banyuwangi harus ada perhatian khusus dari pihak yang bersangkutan 

agar keberadaan reklame-reklame ilegal dapat ditekan dan dihindari. Salah satu 

perhatian yang dilakukan oleh pihak pemungut pajak yaitu ketegasan dan ketelitian 

dalam mensurvei pemasangan reklame dilapangan, ataupun dijalan-jalan apabila 

ditemukan reklame yang ilegal tanpa toleransi mereka wajib menurunkan dari 

tempatnya. 

Pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi 

merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi cukup besar 

terhadap penerimaan kas daerah. Setiap jenis pajak daerah yang dikelola oleh Dinas 

Pendapatan Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang berbeda-beda. Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi menetapkan target penerimaan masing-masing jenis pajak 

berbeda-beda sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Adapun target dan realisasi 
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penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 adalah sebagai 

berikut: 

 
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten  Banyuwangi Tahun 2015 

No. Jenis Pajak 
Target Penerimaan 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

1. Pajak Hotel 1.840.000.000 3.368.454.736 183,07 % 

2. Pajak Restoran 2.800.000.000 4.953.007.419 176,89 % 

3. Pajak Hiburan 901.500.000 1.370.498.982 152,02 % 

4. Pajak Reklame 2.176.500.000 2.242.294.638 103,02 % 

5. Pajak Penerangan  

Jalan 

45.504.997.546 44.754.343.848 98,35 % 

6. Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 

1.699.000.000 2.176.555.481 128,11 % 

7. Pajak Parkir 250.000.000 421.861.800 168,74 % 

8. Pajak Air Bawah 

Tanah 

1.465.000.000 2.318.805.394 168,28 % 

9. Pajak Bumi dan 

Bangunan 

24.500.000.000 25.930.251.200 105,84 % 

10. Pajak Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan 

Bangunan 

15.500.000.000 28.968.946.929 186,90 % 

11. Retribusi Daerah 26.970.369.735 31.303.398.937 116,07 % 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2016. 

 

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas, pajak reklame memiliki persentase 

pencapaian realisasi melebihi target yang ditentukan, yaitu sebesar 103,02%. Pajak 

reklame memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan kas daerah. Hal 

ini dapat dilihat dari potensi penerimaan pajak reklame setiap tahunya selalu 
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meningkat dan dapat memenuhi target yang ditetapkan. Adapun penerimaan pajak 

reklame dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi (Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015) 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persen (%) 

2011 1.100.000.000 1.188.266.250 108,06 

2012 1.760.000.000 1.910.977.086 108,58 

2013 1.945.000.000 2.157.384.879 110,92 

2014 2.100.500.000 2.189.877.851 104,26 

2015 2.176.500.000 2.242.294.638 103,02 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2016. 

 

Data tabel 1.2 menunjukan peningkatan target dan realisasi penerimaan. 

Walaupun persentase penerimaan setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan yang 

signifikan, tetapi realisasi penerimaannya selalu memenuhi target yang ditetapkan.  

Dari kenyataan tersebut, pajak reklame dapat ditingkatkan lagi dengan 

mensosialisasikan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan yang baik terhadap 

wajib pajak reklame. Agar tidak terjadi pelanggaran dalam hal perpajakan yang dapat 

mengurangi pendapatan disektor pajak pada umumnya dan disektor pajak reklame 

pada khususnya. Kesadaran Wajib Pajak (WP) dan perhatian dari pihak Dinas 

Pendapatan Daerah (kerjasama kedua pihak) juga merupakan kunci keberhasilan 

dalam menertibkan pembayaran pajak, khususnya pajak reklame. Apabila hal tersebut 

berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh besar terhadap peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), khususnya peningkatan realisasi pajak reklame setiap tahunnya. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan membahas laporan tugas akhir 

yang berjudul:  

“PROSEDUR PERHITUNGAN, PENETAPAN, PENYETORAN, DAN 

PENAGIHAN PAJAK REKLAME  PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH 

KABUPATEN BANYUWANGI” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

laporan Praktek Kerja Nyata ini adalah: 

Bagaimana prosedur perhitungan, penetapan, penyetoran, dan penagihan pajak 

reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan 

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan memahami prosedur perhitungan, penetapan, 

penyetoran, dan penagihan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi; 

b. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di 

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. 

 

1.3.2 Manfaat  

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari Praktek Kerja Nyata adalah: 

a. Berbagi ilmu pengetahuan tentang pajak daerah serta dapat mengetahui 

prosedur perhitungan, penetapan, penyetoran, dan penagihan Pajak Reklame 

pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi; 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


7 
 

 
 

b. Memperoleh pengetahuan serta pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu 

yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma 

III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 

c. Memperoleh wawasan, pengetahuan, dan informasi serta keterampilan diri 

selama Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pajak 

2.1.1  Pengertian Pajak 

Pengertian pajak menurut para ahli mendefinisikannya secara berbeda-

beda, diantaranya: 

a. Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011:1), mendefinisikan Pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang 

langsung dapat ditujukan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. 

b. Andriani (dalam Sambodo, 2015:4), menjelaskan Pajak adalah iuran 

masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 

yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-

undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 

ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. 

c. Feldmann (dalam Resmi, 2016:2), mengemukakan Pajak adalah prestasi 

yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut 

norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya 

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran umum. 

Dari beberapa definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pajak adalah iuran 

wajib yang dikeluarkan oleh rakyat yang bersifat memaksa diatur dalam undang-

undang tanpa adanya imbal balik secara langsung dan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah. 
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2.1.2  Unsur-unsur Pajak 

Mardiasmo (2011:1) menyimpulkan dari definisi pajak menurut Soemitro 

bahwa pajak memiliki beberapa unsur, diantaranya: 

a. Iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

b. Berdasarkan undang-undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaaannya. 

c. Tanpa ada jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

  

2.1.3  Fungsi Pajak 

Pajak memiliki beberapa fungsi pokok, diantaranya: 

a. Fungsi Budgetair (Anggaran) 

Suandy (2011:12) mengemukakan bahwa fungsi budgetair yaitu 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 

Resmi (2016:3) menjelaskan bahwa pajak mempunyai fungsi budgetair, 

artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak berfungsi sebagai 

sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran- pengeluaraan negara. 

b. Fungsi Regulerend (Mengatur) 

Suandy (2011:13) menjelaskan fungsi regulerend yaitu pajak digunakan 

sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, 

maupun politik dengan tujuan tertentu, sedangkan Resmi (2016:3) 
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mengemukakan pajak mempunyai fungsi regulerend, artinya pajak sebagai 

alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam 

bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar 

bidang keuangan. 

Berdasarkan pendapat di atas Fungsi Regulerend (mengatur) dapat dibagi 

menjadi dua fungsi diantaranya: 

1) Fungsi Ekonomi 

Fungsi ekonomi berfungsi untuk mengatur jalanya roda perekonomian 

seperti mengatur lajunya inflasi terhadap nilai tukar mata uang. 

2) Fungsi Sosial 

Fungsi sosial mengatur berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

sosial seperti menciptakan jaminan sosial, menciptakan sarana-

prasarana umum, membantu menciptakan kesejahteraan sosial dengan 

cara membagi penghasilan dan kekayaan negara secara merata. 

 

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak 

Pembebanan pajak  pada  masyarakat adalah  tugas  yang tidak  mudah 

bagi Negara atau Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Akan tetapi, bila terlalu 

rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan lancar sesuai target yang 

diinginkan karena dana yang tidak memadai. Agar tidak menimbulkan berbagai 

masalah atau hambatan yang akan muncul seperti perlawanan dan rasa enggan 

wajib pajak untuk membayar pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi 

beberapa persyaratan, menurut Mardiasmo (2011:2) yaitu: 

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 

dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenai pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaan yakni 

dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, 

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 

Pertimbangan Pajak. 
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b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara 

maupun warganya. 

c. Tidak mengganggu ekonomi (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) 

Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

 

2.1.5 Sumber Hukum Pajak 

Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan 

antara pemerintah sebagai pemungut pajak (fiskus) dengan rakyat sebagai Wajib 

Pajak. Menurut Sambodo (2015:5) hukum pajak dibedakan menjadi 2, yaitu: 

a. Hukum Pajak Materiil 

Hukum pajak materiil adalah peraturan yang sifatnya umum. Hukum pajak 

materiil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, 

perbuatan-perbuatan, serta hukum dan peristiwa-peristiwa hukum yang 

harus dikenakan pajak. Umumnya, hukum pajak materiil mengandung 

unsur-unsur subjek, objek, tarif, dan dasar pengenaan pajak. 

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang PPN & 

PPnBM. 

b. Hukum Pajak Formal 

Hukum pajak formal adalah peraturan yang mengatur bagaimana hukum 

pajak materiil dilaksanakan. Umumnya, hukum pajak formal terdiri atas 
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hak dan kewajiban, prosedur, dan sanksi-sanksi. 

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

 

2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak 

a. Stelsel Pajak 

Sambodo (2015:11) menjelaskan ada tiga macam cara/stelsel pemungutan 

pajak, diantaranya: 

1) Stelsel Nyata 

Pengenaan pajak didasarkan pajak objek (penghasilan) yang nyata 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun 

pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. 

Kelebihan   : pajak yang dikenakan lebih realistis. 

Kelemahan : pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode. 

2) Stelsel Fiktif 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang. 

Kelebihan : pajak dapat dibayar pada tahun berjalan tanpa harus 

menunggu akhir tahun. 

Kelemahan : pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 

sesungguhnya. 

3) Stelsel Campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan fiktif. Pada 

awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan 

keadaan yang sebenarnya. 

b. Asas Pemungutan Pajak 

Resmi (2016:10) mengemukakan ada tiga asas pemungutan pajak, yaitu: 

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya 

baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap 
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wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah 

Indonesia (wajib pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh 

penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun luar 

Indonesia. 

2) Asas Sumber 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan 

tempat tinggal  wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh 

penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang 

diperolehnya tadi. 

3) Asas Kebangsaan 

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia 

dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan, tetapi 

bertempat tinggal di Indonesia. 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2011:7) mengungkapkan ada tiga macam sistem pemungutan 

pajak, diantaranya: 

1) Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

b) Wajib pajak bersifat pasif. 

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 
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2) Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. 

Ciri-cirinya: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

wajib pajak sendiri. 

b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3) With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak. 

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang 

ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib 

pajak. 

 

2.1.7 Tarif Pajak 

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik dalam keadilan 

prinsip maupun keadilan pelaksanaanya. Penentuan tarif pajak merupakan salah 

satu cara untuk mencapai keadilan. Menurut Suandy (2011:67), tarif yang dikenal 

dan diterapkan selama ini dapat dibedakan menjadi empat yaitu, antara lain: 

a. Tarif Tetap 

Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun 

dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang 

terutang selalu tetap. 

Contoh: Bea materai untuk cek dan bilyet giro, berapapun nominalnya 

dikenakan Rp 1.000. 
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b. Tarif Proporsional atau Sebanding 

Tarif proporsional atau sebanding adalah tarif pajak yang merupakan 

presentase yang tetap, tetapi jumlah pajak terutang akan berubah secara 

proporsional/sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. 

Contoh: Tarif PPN 10%. 

c. Tarif Progresif 

Tarif progresif adalah tarif pajak yang presentasenya semakin besar jika 

dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan 

berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan 

pajaknya. 

Tarif progresif ini dapat dibedakan menjadi tiga, diantaranya: 

1) Tarif progresif-proporsional 

2) Tarif progresif-progresif 

3) Tarif progresif-degresif 

d. Tarif Degresif 

Tarif degresif adalah tarif pajak yang presentasenya semakin kecil jika 

dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan 

berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan 

pajaknya. 

Tarif degresif ini dapat dibedakan menjadi tiga, diantaranya: 

1) Tarif degresif-proporsional 

2) Tarif degresif-progresif 

3) Tarif degresif-degresif 

 

2.1.8 Penggolongan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak di Indonesia dibagi berdasarkan 

golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Adapun penjelasannya dibawah ini: 

a. Menurut Golongannya, dibedakan menjadi dua: 

1) Pajak Langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
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Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

2) Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

b. Menurut Sifatnya, dibedakan menjadi dua: 

1) Pajak Subjektif 

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

2) Pajak Objektif 

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM). 

c. Menurut Lembaga Pemungutannya, dibedakan menjadi 2: 

1) Pajak Pusat 

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea 

Materai. 

2) Pajak Daerah 

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah pajak daerah dibagi  atas: 

a) Pajak Propinsi, terdiri atas: 

(1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

(2) Pajak Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

(3) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
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b) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: 

(1) Pajak Hotel; 

(2) Pajak Restoran; 

(3) Pajak Hiburan; 

(4) Pajak Reklame, dll. 

 

2.2  Wajib, Subjek, dan Objek Pajak 

a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011:13). 

b. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak 

(Mardiasmo, 2011:12). 

c. Objek Pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang 

dikenakan pajak (Resmi, 2016:80). 

 

2.3 Pajak Daerah 

2.3.1 Dasar Hukum 

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah: 

a. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; 

b. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; 

c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

 

2.3.2 Pengertian Pajak Daerah 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan pengertian Pajak Daerah 

adalah kontribusi  wajib  kepada  Daerah  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  

badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  

mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  
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Daerah  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan menurut 

Kurniawan dan Purwanto (2003:41) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, 

adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah 

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

 

2.3.3 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak Daerah 

Menurut Mardiasmo (2011:12) pengertian Wajib, Subjek, dan Objek Pajak 

Daerah yaitu: 

a. Wajib Pajak Daerah 

Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

b. Subjek Pajak Daerah 

Subjek Pajak Daerah adalah orang  pribadi  atau  Badan  yang  dapat  

dikenakan pajak daerah.  

c. Objek Pajak Daerah 

Objek Pajak daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan yang dapat menimbulkan hutang pajak daerah. 

 

2.3.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah 

Kurniawan dan Purwanto (2003:47) mengemukakan bahwa kewenangan 

pemungutan pajak atas objek pajak di daerah dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak daerah provinsi dan 

b. Pajak daerah kabupaten atau kota 

Kewenangan tersebut memiliki perbedaan dalam pemungutanya. 

Perbedaan tersebut sebagai berikut: 
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a. Pajak provinsi kewenangan pemungut ada pada pemerintah daerah 

provinsi, sedangkan pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada 

pada pemerintah daerah kabupaten/kota. 

b. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak 

provinsi selain itu objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas 

berdasarkan peraturan pemerintah daerah selama tidak bertentangan 

dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin 

diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang. 

 

2.3.5 Jenis Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 Pajak Daerah dibagi 

menjadi 2, yaitu: 

a. Pajak Provinsi, terdiri atas : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. 

5) Pajak Rokok. 

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Parkir; 

5) Pajak Reklame; 

6) Pajak Sarang Burung Walet; 

7) Pajak Penerangan Jalan; 

8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C); 

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

10) Pajak Air Bawah Tanah; 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
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2.3.6 Tarif Pajak Daerah 

Tarif jenis pajak daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  paling tinggi sebesar: 

a. Pajak Propinsi: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

20%; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%; 

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%; 

5) Pajak Rokok 10%. 

b. Pajak Kabupaten/Kota: 

1) Pajak Hotel 10%; 

2) Pajak Restoran 10%; 

3) Pajak Hiburan 35%; 

4) Pajak Parkir 30%; 

5) Pajak Reklame 25%; 

6) Pajak Sarang Burung Walet 10%; 

7) Pajak Penerangan Jalan 10%; 

8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) 25%; 

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0.3%; 

10) Pajak Air Bawah Tanah 20%; 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%. 

 

2.4 Pajak Reklame 

2.4.1 Dasar Hukum 

Dasar hukum Pajak Reklame Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai 

berikut: 

a. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


21 
 

 
 

c. Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 10 Tahun 2012 

Tentang Penyelenggaraan Reklame. 

d. Peraturan Bupati Banyuwangi No 25 Tahun 2011 Tentang Ketentuan dan 

Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame. 

 

2.4.2 Pengertian Pajak Reklame 

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, 

orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau 

dinikmati oleh umum. 

Prakosa (2003:125) menjelaskan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas 

penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang 

menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial. Digunakan untuk 

memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, 

ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang 

yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu 

tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. 

 

2.4.3 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak 

Berdasarkan Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 

Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame, Penyelenggara Reklame adalah 

orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama 

dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 

Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan 

mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan 

pembongkaran reklame. 
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a. Wajib Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan 

yang menyelenggarakan reklame. 

b. Subjek Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan 

yang menggunakan reklame. 

c. Objek Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah semua penyelenggaraan 

reklame yang meliputi: 

1) reklame papan/billboard/videotron/megatron/neon box/LED dan 

sejenisnya; 

2) reklame kain dalam bentuk spanduk, umbul-umbul, baliho, banner, 

layer toko dan sejenisnya; 

3) reklame melekat, stiker termasuk pengecatan pada dinding dan 

sejenisnya; 

4) reklame selebaran; 

5) reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 

6) reklame udara; 

7) reklame apung; 

8) reklame suara; 

9) reklame film/slide; dan 

10) reklame peragaan. 

Objek Pajak tersebut dikecualikan dalam pengenaan pajak apabila : 

1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta 

harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; 

2) Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, 

yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya; 

3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada 

bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan 

ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; 
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4) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 

dan Pemerintah Daerah; 

5) Reklame yang memuat lembaga yang bergerak dibidang pendidikan 

dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 2 

m2 (dua meter persegi) dan diselenggarakan diatas/bangunan yang 

bersangkutan; 

6) Penyelenggaraan reklame oleh organisasi social dan organisasi profesi 

tanpa mengandung unsur komersial; 

7) Penyelenggaraan reklame semata-mata untuk kepentingan umum, 

tidak bersifat komersial dan tidak menggunakan sponsor; 

8) Penyelenggaraan reklame yang berkenaan dengan pemilihan umum 

presiden, kepala daerah, kepala desa dan legislatif, yang 

diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

2.4.4 Jenis-jenis Reklame 

Dalam Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, jenis-jenis reklame antara lain: 

a. Reklame Megatron 

Adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) 

menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan 

yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, 

termasuk didalamnya Videotron dan Large Electronic Display (LED). 

b. Reklame Papan atau Billboard 

Adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari kayu, seng, tinplate, 

colibrite, vynil, alumunium, fiber glass, tembok atau beton, logam atau 

bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri 

sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, 

dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang 

tidak bersinar. 
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c. Reklame Berjalan 

Adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat 

bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dan/atau 

dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya 

reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor atau tidak. 

d. Reklame Baliho 

Adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang 

pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya 

mempromosikan suatu even atau kegiatan yan bersifat insidentil. 

e. Reklame Kain 

Adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau 

mempromosikan suatu even dan/atau kegiatan yang bersifat insidentil 

dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang 

sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, 

flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan 

standing banner. 

f. Reklame Selebaran 

Adalah reklame yang benbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan 

cara disebarkan, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak 

untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, 

termasuk didalamnya brosur, leafleat, dan reklame dalam undangan. 

g. Reklame Melekat atau Stiker 

Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan 

cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda. 

h. Reklame Film atau Slide 

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise 

(celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis 

sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan. 

i. Reklame Udara 

Adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan 

balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis. 
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j. Reklame Suara 

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata 

yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh 

perantaraan alat. 

k. Reklame Peragaan 

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu 

barang dengan atau tanpa disertai suara. 

l. Reklame Sign Net 

Adalah reklame papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi 

bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah. 

 

2.4.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Reklame 

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2011 

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, Dasar Pengenaan 

Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Nilai sewa reklame yang 

dimaksud adalah nilai kontrak reklame. Nilai sewa reklame dihitung dengan 

memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, 

jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Nilai sewa 

reklame tersebut dihitung dengan cara menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak 

Reklame (NJOPR) dan nilai strategis penyelenggaraan reklame. Hasil 

penghitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Nilai strategis suatu lokasi sebagaimana yang dimaksud diatur dengan 

klasifikasi sebagai berikut: 

a. Klasifikasi Utama  

 Dinilai berdasarkan sudut pandang yang luas/banyak dan titik strategis 

antara lain berlokasi di areal penyeberangan Ketapang, lokasi parkir dan 

Taman Sritanjung, serta reklame diatas gedung. 

b. Klasifikasi A  

 Dinilai  berdasarkan  nilai  kepadatan pemanfaatan tata ruang antara lain 

berlokasi di persimpangan jalan (perempatan, pertigaan, tikungan dan 

seputar Taman Blambangan). 
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c. Klasifikasi B  

 Dinilai berdasarkan  aspek  kegiatan  dibidang  usaha   antara lain 

berlokasi di Pasar, Pertokoan, Terminal, Gelanggang Olah Raga (GOR), 

dan sebagainya. 

d. Klasifikasi C  

 Dinilai berdasarkan poros jalan klas A/jalan protokol, antara lain yang 

berlokasi diantara Banyuwangi-Wongsorejo, Banyuwangi-Jajag-Genteng, 

Glenmore-Kalibaru. 

e. Klasifikasi D  

 Dinilai berdasarkan poros jalan klas B/jalan ekonomi, antara lain yang 

berlokasi diantara Banyuwangi-Glagah, Srono-Muncar, Benculuk-

Purwoharjo, Tegaldlimo-Pesanggaran. 

f. Klasifikasi E  

 Dinilai berdasarkan selain yang telah diatur pada huruf a sampai dengan e. 

 

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Ketentuan 

dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame menetapkan tarif Pajak Reklame 

sebesar 25%. 

Rumus Pengenaan Pajak Reklame: 

 

 

 

  

Keterangan:  

a. NSR (Nilai Sewa Reklame) = Nilai yang ditetapkan sebagai dasar 

perhitungan besarnya pajak reklame. 

b. NJOPR (Nilai Jual Objek Pajak Reklame) = Keseluruhan 

pembayaran/pengeluaran hingga biaya yang dikeluarkan oleh pemilik 

dan/atau penyelenggaraan reklame termasuk biaya/harga beli bahan 

reklame, konstruksi instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, 

pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan 

Pajak Reklame = NSR x Tarif Pajak Reklame (25%) 

NSR = NJOPR + Nilai Strategis 
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transportasi pengankutan, sampai dengan bangunan reklame selesai, 

dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dana tau terpasang di tempat yang 

diizinkan. 

c. Nilai Strategis = Nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan 

reklame. 
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BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

3.1 Gambaran Umum Instansi 

3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Pada tahun 2009 terjadi efisiensi organisasi, DISPENDA  digabung menjadi 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang berkantor di 

Jalan Adi Sucipto Banyuwangi. DPPKD terdiri dari Bagian Keuangan, Kas Daerah, 

dan Dinas Pendapatan.  

Bulan September tahun 2011 terjadi pemisahan lembaga teknis dengan 

lembaga administrasi. Yang menjadi lembaga teknis adalah Dinas Pendapatan 

Kabupaten Banyuwangi, yang saat ini berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 

140 Banyuwangi. Sedangkan Lembaga Administrasi adalah Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang terdiri dari Bagian Keuangan, Kas 

Daerah, dan Aset yang berkantor di kantor Pemerintah Daerah Jalan Ahmad Yani No. 

100 Kabupaten Banyuwangi. 

 

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan 

tugasnya memiliki visi dan misi. Berikut visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi : 

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi : PAD Sumber Utama 

APBD (Pendapatan Asli Daerah menjadi Sumber Utama Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah).  

Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

dirumuskan dengan mengacu pada visi dan tupoksi yang diemban, yaitu sebagai 

berikut: 
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a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas; 

b. Mewujudkan masyarakat sadar pajak dan retribusi; 

c. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. 

 

3.1.3 Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi berlokasi di Jalan Jaksa 

Agung Suprapto No. 140 Lingkungan Mojoroto Kelurahan Mojopanggung 

Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.   

 

3.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten 

Banyuwangi 

3.2.1 Kedudukan 

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi merupakan unsur pelaksana bidang 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan 

kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan, berdasarkan azas otonomi dan 

tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tugas 

pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, mengacu pada 

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor : 56 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi 

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi. 

 

3.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan 

dan pengelolaan pasar; 

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
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a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar 

Daerah; 

b. Pengordinasian penyusunan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan 

Pasar Daerah; 

c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan 

Pasar Daerah; 

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program kerja bidang 

pendapatan; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

3.3  Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan 

3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terdiri 

atas: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris terdiri atas: 

1) Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian; 

2) Kasubag Keuangan dan Perlengkapan; 

3) Kasubag Penyusun Program. 

c. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri atas: 

1) Kasi Pendataan dan Penetapan; 

2) Kasi Pendataan; 

3) Kasi Penetapan. 

d. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan terdiri atas: 

1) Kasi Bidang Pengihan, Pengendalian dan Pelaporan; 

2) Kasi Penagihan; 

3) Kasi Pengendalian Operasional; 

4) Kasi Pelaporan. 
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e. Bidang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan/atau Bangunan) terdiri atas: 

1) Kasi PBB dan BPHTB; 

2) Kasi PBB; 

3) Kasi BPHTB. 

 

f. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri atas: 

1) Kasi Pengelolaan Pasar; 

2) Kasi Retribusi dan Perizinan; 

3) Kasi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban. 

Gambar bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut: 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi 
Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, 2016.  
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3.3.2  Deskripsi Jabatan 

Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No 56 Tahun 2011, adapun deskripsi 

jabatan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:  

a. Kepala Dinas memiliki tugas sebagai berikut : 

1) Merumuskan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian 

bimbingan/penyuluhan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar; 

2) Memimpin segala usaha dan kegiatan perencanaan pelaksanaan tugas 

pokok dinas; 

3) Melaksanakan penghitungan penetapan besarnya pajak daerah dan 

retribusi daerah; 

4) Melaksanakan pendaftaran, pendataan wajib dan objek pajak daerah dan 

retribusi daerah; 

5) Mengkordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

pendapatan dan pengelolaan pasar. 

6) Melaksanakan  pembinaan  teknis  dan  administratif  pada  unit  

pelaksana  teknis  dinas  dan  pejabat  fungsional  di  lingkungan  Dinas 

Pendapatan; 

7) Melaksanakan  pembinaan  pegawai  di  lingkungan  Dinas Pendapatan; 

8) Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati  sesuai dengan 

tugas dan fungsinya; 

9) Memonitor  serta  mengevaluasi  pelaksanaan  tugas  bawahan agar 

sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang 

berlaku; 

10) Menyampaikan  laporan  hasil  evaluasi,  saran  dan pertimbangan  di 

bidang  tugas  dan  fungsinya  kepada  Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

b. Sekretaris  

Sekretaris memiliki tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, 

mengkordinasikan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan, 
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kepegawaian, perlengkapan, urusan umum dan penyusunan program. Selain 

tugas pokok tersebut, sekretaris juga memiliki tugas : 

1) Menyusun  rencana  sekretariat  berdasarkan  rencana kerja dinas; 

2) Menyelenggarakan  administrasi  umum,  kepegawaian, keuangan dan 

perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi 

dinas; 

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di 

lingkungan dinas; 

4) Menyelenggarakan  hubungan  kerja  di  bidang  administrasi dengan 

satuan kerja perangkat daerah terkait; 

5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung;  

6) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pertimbangan karier;  

7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

8) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris memiliki beberapa fungsi, 

diantaranya: 

1) Pengelolaan  dan  pelayanan  administrasi  umum, kepegawaian, 

keuangan  dan  perlengkapan  untuk mendukung  kelancaran  pelaksanaan  

tugas  dan fungsi dinas; 

2) Pengkoordinasian  pelaksanaan  penyusunan  program  dan kegiatan di 

lingkungan dinas; 

3) Penyelenggaraan  hubungan  kerja  di  bidang  administrasi dengan satuan 

kerja perangkat daerah terkait; 

4) Pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh kepala dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Dalam melaksanakan tugasnya bidang kesekretariatan dibantu oleh kepala 

seksi. Masing-masing kepala seksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 

a) Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian  mempunyai tugas: 

(1) Menyusun  rencana  Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian sesuai 

dengan rencana kerja dinas;  

(2) Melaksanakan  pelayanan  administrasi  umum,  urusan dalam,  urusan 

surat-menyurat,  ketatalaksanaan  dan kepegawaian;  

(3) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung;  

(4) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier;  

(5) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya;  

(6) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

b) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas: 

(1) Menyusun  rencana  Sub  Bagian  Keuangan  dan Perlengkapan sesuai 

dengan rencana kerja dinas;  

(2) Melaksanakan  pengelolaan,  pengadministrasian  dan pembukuan 

keuangan dinas;  

(3) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan 

keuangan dinas;  

(4) Menyusun  rencana  kebutuhan  dan  mendistribusikan barang 

perlengkapan; 

(5) Menyiapkan  bahan  untuk  penghapusan  barang  serta melakukan 

inventarisasi  barang  yang  dikelola  maupun dikuasai dinas; 

(6) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung;  

(7) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya;  
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(9) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

 

c) Kepala  Sub  Bagian  Penyusunan  Program  mempunyai tugas: 

(1) Menyusun  rencana  Sub  Bagian  Penyusunan  program sesuai dengan 

rencana kerja dinas;  

(2) Menghimpun  bahan  dalam  rangka  perencanaan  program, kegiatan dan 

anggaran dinas;  

(3) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;  

(4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung;  

(5) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan olehatasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

(7) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan.  

 

c. Bidang Pendataan dan Penetapan 

Bidang  Pendataan  dan  Penetapan  mempunyai  tugas   pokok melaksanakan 

kegiatan pendataan wajib pajak daerah (kecuali PBB  dan  BPHTB),  dan  

retribusi  daerah,  penghitungan  dan penetapan  jumlah pajak  daerah  dan  

retribusi  daerah  yang terhutang. Selain memiliki fungsi pokok bidang 

Pendataan dan Penetapan memiliki beberapa tugas diantaranya: 

1) Menyusun  rencana  Bidang  Pendataan  dan  Penetapan sesuai dengan 

rencana kerja Dinas; 

2) Mengolah  data  subyek  dan  obyek  pajak,  dan  retribusi daerah melalui  

Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/ 

lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya; 

3) Menyusun    daftar  induk  wajib  pajak  daerah,  dan  wajib retribusi 

daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan 

dengan pendataan; 
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4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah  pajak daerah, dan 

retribusi daerah; 

5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

6) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier;  

7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

8) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pendataan dan Penetapan 

memiliki beberapa fungsi, yaitu : 

1) Pengolahan   data  subyek  dan  obyek  pajak  (kecuali PBB dan  

BPHTB), dan  retribusi  daerah  melalui  Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan  atas  tembusan  

surat  dinas  dari  instansi lainnya; 

2) Penyusunan   Daftar  Induk  Wajib  Pajak  Daerah  (kecuali PBB dan 

BPHTB), dan wajib retribusi daerah; 

3) Penyimpanan  surat  perpajakan  dan  retribusi  daerah  yang berkaitan 

dengan pendataan; 

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 

Bagian-bagian dari bidang pendataan dan penetapan yaitu: 

a) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas : 

(1) Menyusun  rencana  Bidang  Pendataan  dan  Penetapan sesuai dengan 

rencana kerja Dinas;  

(2) Mengolah  data  subyek  dan  obyek  pajak,  dan  retribusi daerah  melalui 

Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutangn(SPPT) serta pemeriksaan lokasi/ 

lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;  
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(3) Menyusun    daftar  induk  wajib  pajak  daerah,  dan  wajib retribusi 

daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan 

dengan pendataan;  

(4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah  pajak daerah, dan 

retribusi daerah; 

(5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung;  

(6) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier;  

(7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan olehatasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya;  

(8) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

b) Kepala Seksi Pendataan memiliki tugas : 

(1) Menyusun  rencana  kerja  Seksi  Pendataan  sesuai  dengan rencana kerja 

dinas; 

(2) Menghimpun,  mengelola  dan  mencatat data  obyek  pajak, dan subyek 

pajak serta retribusi daerah; 

(3) Melakukan  pemeriksaan  lapangan/lokasi,  menyusun laporan hasil dan 

daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;  

(4) Mendistribusikan  dan  menerima  kembali  formulir pendaftaran yang 

telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah; 

(5) Membuat  dan  memelihara  daftar  induk  wajib  pajak  dan retribusi 

daerah; 

(6) Menyusun  laporan  formulir  pendaftaran  wajib  pajak  dan retribusi 

daerah yang diterima kembali; 

(7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); 

(8) Menyimpan  arsip  surat  perpajakan  dan  retribusi  daerah yang berkaitan 

dengan pendataan; 

(9) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 
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(10)Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(11)Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas  

pokok dan fungsinya; 

(12)Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

c) Kepala Seksi Penetapan memiliki tugas: 

(1) Menyusun rencana kerja Seksi Penetapan sesuai  dengan rencana kerja 

dinas; 

(2) Melaksanakan penghitungan penetapan  pajak  daerah dan  retribusi 

daerah; 

(3) Melaksanakan  penerbitan,  pendistribusian  dan penyimpanan  arsip surat  

perpajakan  dan  retribusi  daerah yang berkaitan dengan penetapan; 

(4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

(5) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

(7) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

 

d. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan  

Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan memiliki tugas pokok 

diantaranya yaitu : 

1) Melaksanakan  penagihan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah (kecuali   

PBB  dan  BPHTB)  yang  telah  melampaui batas  waktu  jatuh tempo, 

melayani  keberatan  dan permohonan  banding  serta  mengumpulkan  

dan  mengolah data  sumber-sumber  penerimaan  daerah  lainnya  sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2) Melaksanakan  perencanaan,  pengendalian  operasional serta pengawasan 

intern terkait dengan pelaksanaan  pada Bidang Pendataan dan  

Penetapan,  Bidang  Penagihan, Pengendalian  Operasional  dan 
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Pelaporan,  Bidang  PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar 

Bidang PBB dan BPHTB Bidang Pengelolaan Pasar. 

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Penagihan, Pengendalian 

Pelaporan Pendapatan mempunyai fungsi: 

1) Pelaksanaan  penagihan  pajak  daerah  (kecuali  PBB  dan BPHTB) serta  

memberikan  pelayanan  keberatan  sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

2) Penyiapan  laporan  realisasi  penerimaan  dan  tunggakan 

pemungutan/pembayaran/penyetoran  pajak  daerah, retribusi  daerah, 

realisasi  penerimaan/pengeluaran  dan sisa persediaan benda berharga 

secara berkala; 

3) Perencanaan,  pengendalian  operasional  dan  pengawasan intern terkait  

dengan   pelaksanaan  pada   Bidang Pendataan  dan Penetapan, Bidang  

Penagihan, Penendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan 

Bidang Pengelolaan Pasar; 

4) Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian-bagian pada Bidang Penagihan, Pengendalian Dan Peloporan yaitu: 

a) Kepala  Bidang  Penagihan,  Pengendalian  dan  Pelaporan mempunyai tugas: 

(1) Menyusun   rencana  Bidang  Penagihan  dan  Pelaporan pendapatan 

sesuai dengan rencana kerja Dinas; 

(2) Melaksanakan   penagihan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah serta  

memberikan  pelayanan  keberatan  sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

(3) Menyusun  laporan  realisasi  penerimaan  dan  tunggakan 

pemungutan/pembayaran/penyetoran  pajak  daerah  dan retribusi daerah 

dan realisasi penerimaan/pengeluaran; 

(4) Melaksanakan  perencanaan,  pengendalian  operasional dan pengawasan  

intern  terkait  dengan  pelaksanaan  pada Bidang Pendataan  dan  
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Penetapan,  Bidang  Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang 

PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar; 

(5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

(6) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

(8) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

b) Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas: 

(1) Menyusun  rencana  kerja  Seksi  Penagihan  Pendapatan sesuai dengan 

rencana kerja Dinas; 

(2) Menerbitkan  surat  tagihan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah; 

(3) Menerima  dan  memproses  permohonan  keberatan  dari wajib pajak 

daerah dan wajib retribusi daerah; 

(4) Memproses  penerbitan  surat  persetujuan  dan  atau penolakan 

permohonan keberatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah; 

(5) Menerima  semua  hasil  penagihan,  penerimaan  dan menyetorkan 

langsung ke rekening umum kas daerah; 

(6) Melaksanakan  pembinaan  teknis  operasional,  bimbingan dan  petunjuk  

kepada  semua  unit  kerja  daerah  yang melaksanakan pemungutan pajak 

daerah; 

(7) Melaksanakan penertiban pajak daerah; 

(8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

(9) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

(11) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

c) Kepala Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas: 
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(1) Menyusun rencana seksi pengendalian operasional  sesuai dengan rencana 

kerja dinas; 

(2) Melaksanakan  kegiatan  perencanaan,  pengendalian  dan  pengawasan  

administrasi  atas  pelaksanaan  pemungutan pajak, retribusi dan 

pendapatan lainnya; 

(3) Menyelenggarakan  pembinaan  teknis  operasional, bimbingan dan  

petunjuk  kepada  unit  kerja  daerah  yang melaksanakan pemungutan 

pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

(4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

(5) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya;Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  

kepada atasan. 

d) Kepala Seksi Pelaporan mempunyai tugas: 

(1) Menyusun  rencana  kerja  Seksi  Pelaporan  Pendapatan sesuai dengan 

rencana kerja dinas; 

(2) Menyiapkan  laporan  secara  berkala  mengenai  realisasi penerimaan  

dan  tunggakan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  serta  pendapatan  

daerah  lainnya  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku;  

(3) Menyelenggarakan  pembukuan  semua  hasil  penerimaan daerah; 

(4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

(5) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

(7) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan.  
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e. Bidang PBB dan BPHTB 

Bidang  PBB  dan  BPHTB  mempunyai  tugas  pokok melaksanakan kegiatan  

Pendataan  Wajib  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  dan  Bea  Perolehan  

Hak  atas  Tanah  dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan penghitungan, 

penetapan dan  penagihan  jumlah  pajak  yang  telah melampaui  batas waktu  

jatuh  tempo,  melayani  keberatan  dan permohonan banding serta pelaporan. 

Untuk  melaksanakan  tugas  pokoknya Bidang PBB dan BPHTB mempunyai 

fungsi :  

1) Pengolahan   data  subyek  dan  obyek  PBB  dan  BPHTB melalui Surat  

Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT) serta  pemeriksaan  

lokasi/lapangan  atas  tembusan  surat dinas dari Instansi lainnya; 

2) Penyusunan   daftar  Induk  Wajib  Pajak  PBB  dan  BPHTB, dan 

penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan denganpendataan; 

3) Penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta 

menghitung  besarnya  angsuran  atas  permohonan wajib pajak;  

4) Penyusunan  laporan  realisasi  penerimaan  dan  tunggakan 

pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB; 

5) Penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 

Bagian-bagian bidang PBB dan BPHTB yaitu: 

a) Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas : 

(1) Menyusun  rencana  Bidang  PBB  dan  BPHTB   sesuai dengan rencana 

kerja Dinas; 

(2) Mengolah    data  subyek  dan  obyek  PBB  dan  BPHTB melalui  Surat  

Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT) serta  pemeriksaan lokasi  /  

lapangan  atas  tembusan  surat dinas dari Instansi lainnya; 
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(3) Menyusun    daftar  Induk  wajib  PBB  dan  BPHTB  dan menyimpan 

surat perpajakan; 

(4) Melaksanakan   penghitungan  dan  penetapan  jumlah  PBB dan BPHTB  

yang  terhutang  serta  menghitung  besarnya angsuran atas permohonan 

wajib pajak; 

(5) Melaksanakan  penagihan  PBB  dan  BPHTB  serta memberikan 

pelayanan  keberatan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku; 

(6) Menyediakan    konsep  perencanaan  pendapatan  daerah yang bersumber 

dari PBB dan BPHTB; 

(7) Menyediakan  bahan  informasi  penerimaan  PBB  dan BPHTB sebagai  

bahan  penyusunan  laporan  realisasi penerimaan; 

(8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

(9) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan olehatasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya;  

(11) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

b) Kepala Seksi PBB mempunyai tugas :  

(1) Menyusun  rencana  Seksi  PBB  sesuai    dengan  rencana kerja dinas; 

(2) Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek  PBB serta 

menetapkan SPT PBB;  

(3) Melakukan  pemeriksaan  lapangan/lokasi  dan  menyusun laporan hasil 

dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;  

(4) Mendistribusikan  dan  menerima  kembali  formulir pendaftaran yang 

telah diisi oleh wajib pajak; 

(5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib PBB; 

(6) Membuat  laporan  tentang  formulir  pendaftaran  wajib  PBB yang 

diterima kembali; 
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(7) Menetapkan  Nomor  Pokok Wajib  Pajak  Daerah  (NPWPD) khusus 

PBB; 

(8) Menyimpan  arsip  surat  perpajakan  PBB  yang  berkaitan dengan 

pendataan pendapatan; 

(9) Menyampaian  Surat  Pemberitahuan  Obyek  Pajak  (SPOP) PBB kepada 

wajib pajak; 

(10) Menerbitkan surat tagihan PBB; 

(11) Menerima  dan  memproses  permohonan  keberatan  dari wajib PBB; 

(12) Memproses  penerbitan  surat  persetujuan  dan/atau penolakan 

permohonan keberatan wajib pajak; 

(13) Menerima  semua  hasil  penagihan,  penerimaan  dan menyetorkan  

langsung ke rekening umum kas daerah; 

(14) Melaksanakan  pembinaan  teknis  operasional,  bimbingan dan petunjuk  

kepada  semua  unit  kerja  daerah  yang melaksanakan pemungutan  

pajak  daerah,  PBB  dan pendapatan daerah lainnya; 

(15) Melaksanakan pengolahan data pajak PBB sebagai bahan penyusunan 

laporan penerimaan pendapatan; 

(16) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

(17) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(18) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

(19) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

c) Kepala Seksi BPHTB mempunyai tugas : 

(1) Menyusun rencana Seksi BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas; 

(2) Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek  PBB serta 

menetapkan SPT BPHTB; 

(3) Melakukan  pemeriksaan  lapangan/lokasi  dan  menyusun laporan hasil 

dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali; 
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(4) Mendistribusikan  dan  menerima  kembali  formulir pendaftaran yang 

telah diisi oleh wajib pajak BPHTB; 

(5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak BPHTB; 

(6) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak BPHTB yang 

diterima kembali; 

(7) Menetapkan  Nomor  Pokok Wajib  Pajak  Daerah  (NPWPD) khusus 

pajak BPHTB; 

(8) Menyimpan arsip surat perpajakan BPHTB yang berkaitan dengan 

pendataan pendapatan; 

(9) Menyampaian  Surat  Pemberitahuan  Obyek  Pajak  (SPOP) BPHTB 

kepada wajib pajak; 

(10) Menerbitkan surat tagihan pajak BPHTB; 

(11) Menerima  dan  memproses  permohonan  keberatan  dari wajib pajak 

BPHTB; 

(12) Memproses  penerbitan  surat  persetujuan  dan  atau penolakan 

permohonan keberatan wajib pajak BPHTB; 

(13) Menerima  semua  hasil  penagihan,  penerimaan  dan Menyetorkan 

langsung ke rekening umum kas daerah; 

(14) Melaksanakan  pembinaan  teknis  operasional,  bimbingan dan petunjuk  

kepada  semua  unit  kerja  daerah  yang melaksanakan pemungutan pajak 

BPHTB; 

(15) Melaksanakan  pengolahan  data  pajak  BPHTB  sebagai bahan 

penyusunan laporan penerimaan pendapatan; 

(16) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

(17) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier;  

(18) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

(19) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 
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f. Bidang Pengelolaan Pasar 

Bidang  Pengelolaan  Pasar  mempunyai  tugas  pokok melaksanakan 

penyusunan  dan  pelaksanaan  program pengelolaan pasar.  

Untuk  melaksanakan  tugas  pokoknya Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai 

fungsi : 

1) Perumusan  kebijakan  dan  penyusunan  rencana  teknis pengelolaan 

pasar  termasuk  di  dalamnya  peningkatan sarana dan prasarana; 

2) Pelayanan  masyarakat  menyangkut  penyediaan  tempat yang  sehat dan  

memenuhi  syarat  untuk  berjualan  dan berbelanja bagi masyarakat; 

3) Pelaksanaan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan 

pasar; 

4) Pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai  

dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan yang berlaku; 

5) Pemeliharaan, kebersihan dan keamanan pasar;  

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Bagian-bagian dari Bidang Pengelolaan Pasar yaitu: 

a) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:  

(1) Menyusun   rencana  Bidang  Pengelolaan  Pasar   sesuai dengan rencana 

keja Dinas; 

(2) Melaksanakan  pengaturan  penempatan  pedagang  dalam pasar; 

(3) Melaksanakan  proses  perizinan  penempatan/sewa menyewa atas 

bangunan dalam pasar; 

(4) Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan  jasa jasa  

lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang undangan yang 

berlaku; 

(5) Melaksanakan  pembukuan  atas  hasil  retribusi  serta pendapatan 

lainnya; 
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(6) Melaksanakan  pemeliharaan  bangunan,  kebersihan, ketertiban dan 

keamanan pasar; 

(7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

(8) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier;  

(9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

(10) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

b) Kepala Seksi Retribusi dan Perizinan mempunyai tugas : 

(1) Menyusun  rencana  Seksi  Retribusi  dan  Perizinan   sesuai dengan 

rencana kerja Dinas; 

(2) Melaksanakan  pemungutan  atas  retribusi  pasar  serta pendapatan lain 

dari hasil pengelolaan pasar; 

(3) Melaksanakan  pembukuan  semua  hasil  retribusi  pasar serta 

pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar; 

(4) Membantu  melaksanakan  proses  administrasi  izin penempatan / sewa 

menyewa dari bangunan pasar; 

(5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

(6) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

(8) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas / kegiatan  kepada atasan. 

c) Kepala  Seksi  Pemeliharaan,  Kebersihan  dan  Ketertiban mempunyai tugas : 

(1) Menyusun  rencana  Seksi  Pemeliharaan,  Kebersihan  dan Ketertiban 

sesuai dengan rencana kerja dinas; 

(2) Melaksanakan  kegiatan  pemeliharaan  bangunan  pasar, kebersihan dan 

ketertiban pasar; 
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(3) Mengadakan  pengawasan  keamanan  dan  melaksanakan tindakan yang 

bersifat preventif maupun represif; 

(4) Melakukan  tindakan  penyegelan  dan  pembukaan  kembali terhadap 

kios/toko yang bermasalah; 

(5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

(6) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

(8) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

 

g. UPTD mempunyai tugas: 

1) UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan 

teknis penunjang; 

2) Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan 

teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat; 

3) Kegiatan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk 

mendukung pelaksanaan tugas dinas; 

4) Pengaturan tentang UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, 

susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

lainnya. 

 

h. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas: 

1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang 

dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku; 

2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


50 

 

3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional 

yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 

senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; 

5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja; 

6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku; 

7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan penulis 

di Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi, maka dapat disimpulkan 

dalam Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Penagihan Pajak Reklame pada 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu: 

a. Penulis mengetahui serta memahami prosedur perhitungan, penetapan, 

penyetoran, dan penagihan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi, yaitu meliputi: 

1) Tahap pertama yaitu perhitungan pajak reklame, tarif ditetapkan 

sebesar 25% dikalikan dasar pengenaan pajak yaitu nilai sewa 

reklame. Besarnya tarif telah ditentukan oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Banyuwangi bersadarkan Peraturan Bupati Banyuwangi 

Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan 

Pajak Reklame. 

2) Tahap kedua yaitu penetapan pajak reklame, dilaksanakan setelah 

pajak terutang dihitung oleh bagian penetapan, kemudian dicetak 

melalui SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). 

3) Tahap ketiga yaitu penyetoran pajak reklame, dilakukan setelah 

ditetapkannya pajak terhutang. Wajib pajak menyetorkan pajak 

terutang ke Bank Jatim sebagai bank persepsi yang ditunjuk sebagai 

tempat penyetoran pajak daerah Kabupaten Banyuwangi dengan 

membawa SKPD sebagai bukti setor dan bukti penetapan pajak 

reklame yang terutang. 

4) Tahap keempat yaitu penagihan pajak reklame, penagihan pajak akan 

dilaksanakan 30 hari setelah diterbitkannya SKPD. Objek pajak 

reklame yang masa berlakunya sudah berakhir dan illegal akan 
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dieksekusi oleh petugas eksekutor Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi. 

b. Penulis telah memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan 

pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 

5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan penulis 

di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, penulis memberikan saran 

yang mungkin bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

dan Wajib Pajak Reklame, antara lain: 

a. Diharapkan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

lebih tegas kepada Wajib Pajak Reklame yang tidak taat pajak, sehingga 

akan menimbulkan kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak Reklame 

dalam membayar pajak. 

b. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi diharapkan untuk bisa 

mengantisipasi agar tidak terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan 

reklame oleh Wajib Pajak Reklame yang tidak bertanggung jawab. 

c. Wajib Pajak Reklame diharapkan dapat bekerjasama dengan petugas pajak 

dan memiliki kesadaran pentingnya membayar pajak dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi. 
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